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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pajak memegang peranan penting dalam perekonomian negara kita. Hal ini 

dikarenakan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang 

berasal dari iuran wajib rakyat, dimana ketentuan pungutannya diatur dalam 

undang-undang seperti yang dinyatakan dalam pasal 23A Undang-Undang 

Dasar 1945 Amandemen III. Pasal 23A UUD 1945 berbunyi “pajak dan 

pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan 

undang-undang”. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan 

tanggung jawab negara di berbagai sektor kehidupan untuk mencapai 

kesejahteraan umum. Bagi rakyat sebagai wajib pajak sendiri, pajak 

merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk ikut 

berkontribusi dalam peningkatan pembangunan nasional. 

Tindakan manajerial yang dirancang untuk meminimalkan pajak perusahaan 

melalui kegiatan agresivitas pajak menjadi fitur yang semakin umum di 

lingkungan perusahaan di seluruh dunia (Lanis dan Richardson,2013). 

Tindakan agresivitas pajak tersebut menyeimbangkan antara biaya dan 

manfaat yang diperoleh. Menurut Slemrod (2004) dalam Balakrishnan, Blouin 

dan Guay (2011) mengatakan bahwa agresivitas pajak merupakan aktivitas 

yang spesifik, yang mencakup transaksi-transaksi, dimana tujuan utamanya 

adalah untuk menurunkan kewajiban pajak perusahaan. Sedangkan menurut 

Khuruna dan Moser (2009) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai tax 

planning perusahaan melalui aktivitas tax avoidance atau tax sheltering, 

sehingga tindakan agresivitas merupakan tindakan yang dirancang oleh 

perusahaan untuk meminimalkan beban pajak agar memperoleh keuntungan 

Agresivitas pajak merupakan suatu hal yang umum terjadi di kalangan 

perusahaan besar di seluruh dunia meskipun sampai saat ini masih menjadi 

perdebatan. Tindakan agresivitas pajak yang dilakukan melalui strategi 

perencanaan pajak pada umumnya berusaha untuk menghindari sanksi akibat 



2 
 

 
 

dari penerapan pajak yang melanggar peraturan dan perundang-undangan 

perpajakan di Indonesia, tetapi perencanaan pajak merupakan penerapan 

kegiatan-kegiatan perusahaan terhadap peraturan dan perundang-undangan 

perpajakan yang berlaku untuk mengecilkan beban pajak perusahaan 

(Sumarsan: 2013: 115). Menurut Darussalam dan Septriadi (2009), agresivitas 

pajak atau perencanaan pajak adalah suatu skema transaksi yang ditujukan 

untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan - 

kelemahan (loophole) ketentuan perpajakan suatu negara sehingga ahli pajak 

menyatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Tindakan ini 

menjadi perhatian publik karena tindakan ini tidak sesuai dengan harapan 

masyarakat dan juga dapat merugikan negara. Sebagaimana dikutip dari Lanis 

dan Richardson (2012) mengatakan pembayaran pajak yang dilakukan oleh 

perusahaan memiliki implikasi penting bagi masyarakat dalam hal pendanaan 

barang publik seperti pendidikan, pertahanan nasional, kesehatan masyarakat 

dan hukum. Meskipun di sisi lain perusahaan masih dibebani mengenai 

tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR yang akan memberi dampak 

negatif dimata masyarakat apabila perusahaan tidak melakukan tanggung 

jawabnya tersebut seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Warshut (2010) 

mendefinisikan CSR sebagai upaya kesungguhan entitas bisnis untuk 

meminimumkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif operasi 

perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam ranah ekonomi, sosial 

dan lingkungan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. 

Menurut Erle dan Schon (2008) dalam Lanis dan Richardson (2012), 

agresivitas pajak perusahaan dapat dianggap sebagai aktivitas yang tidak 

bertanggung jawab secara sosial.  

Sementara Watson (2011) menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai 

peringkat yang rendah dalam Corporate Social Responsibility (CSR) dianggap 

sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial sehingga dapat 

melakukan strategi pajak yang lebih agresif dibandingkan perusahaan yang 

sadar sosial. Lanis dan Richardson (2012) menjelaskan bahwa CSR dianggap 

sebagai faktor kunci dalam keberhasilan dan kelangsungan hidup perusahaan. 
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Akan tetapi, tingkat keterlibatan perusahaan dalam mengungkapkan CSR 

adalah tidak wajib. Oleh sebab itu, pengungkapan CSR di Indonesia masih 

tergolong relatif rendah apabila dibandingkan dengan negara lain. Selain itu 

perusahaan masih beranggapan bahwa dalam hal pengungkapan, CSR 

merupakan beban yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Padahal CSR 

merupakan suatu bentuk timbal balik perusahaan kepada masyarakat dalam 

hal tanggung jawab sosial terhadap masyarakat, sedangkan ekspektasi yang 

diharapkan oleh sebagian besar masyarakat tidak sesuai dengan CSR yang 

diungkapkan oleh perusahaan. Perusahaan yang mempunyai peringkat yang 

rendah dalam Corporate Social Responsibility (CSR) dianggap sebagai 

perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial sehingga dapat 

melakukan strategi pajak yang lebih agresif dibandingkan perusahaan yang 

sadar sosial (Watson, 2011). Sementara pandangan Lanis dan Richardson 

(2013) pandangan masyarakat mengenai perusahaan yang melakukan tindakan 

agresivitas dianggap telah membentuk suatu kegiatan yang tidak bertanggung 

jawab secara sosial dan tidak sah.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang diatas  disimpulkan rumusan masalah sebagai 

berikut : Apakah Corporate Sosial Resposibility berpengaruh terhadap 

agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor logam yang terdaftar di 

BEI tahun 2015-2017? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui apakah pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap 

agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor logam yang terdaftar di 

BEI tahun 2015-2017. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi bidang akademik 

Penelitian ini dapat berkontribusi terhadap literatur penelitian terkait 

dengan pengungkapan CSR dan agresivitas pajak. 
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2. Bagi perusahaan 

Penelitian ini dapat menunjukkan bahwa sikap perusahaan terhadap CSR 

akan memberikan dampak secara luas tidak hanya pada kinerja perusahaan 

saja, tetapi juga sikapnya terhadap pajak. 


